SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOGOR,

a. bahwa untuk meningkatkan

penyelenggaraan dan pelayanan
pemerintahan desa yang dapat
menumbuhkan partisipasi,
demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat, serta mampu
mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat,
Pemerintahan Kabupaten Bogor
telah membentuk Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa;

b. bahwa ...

TAHUN : 2018



Mengingat
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b. bahwa dengan telah dibatalkannya

1.

Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat
(1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa,
berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 128 /PUU-
XIII/2015 dan diberlakukannya
Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun
2015 tentang Desa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu
diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

4. Undang-Undang ...
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor S Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan ...
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Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah = Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagaimana ...



10.

11
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sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan  Pemerintah = Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan  Pemerintah  Nomor
17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6206);

.Peraturan  Daerah  Kabupaten

Bogor Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kecamatan
(Lembaran Daerah  Kabupaten
Bogor Tahun 2003 Nomor 127,
Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 8);

Peraturan  Daerah  Kabupaten
Bogor Nomor 9 Tahun 2011
tentang Lembaga Kemasyarakatan
di Desa dan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2011 Nomor 57);

13. Peraturan ...
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13.Peraturan  Daerah  Kabupaten
Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten
Bogor Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah  Kabupaten  Bogor  Nomor
6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 84) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ...
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1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Penghapusan desa dilakukan
dalam hal terdapat kepentingan
program daerah/nasional yang
strategis atau karena bencana
alam.

(2) Penghapusan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 3
(tiga) huruf, yakni huruf g, huruf h,
dan huruf i, sehingga Pasal 27
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Perubahan status Desa menjadi

Kelurahan harus memenuhi syarat:

a. luas wilayah tidak berubah;

b.jumlah penduduk paling sedikit
8.000 (delapan ribu) jiwa atau
1.600 (seribu enam ratus) kepala

keluarga;

c. sarana dan prasarana
pemerintahan bagi
terselenggaranya pemerintahan
Kelurahan;

d. potensi ekonomi berupa jenis,
jumlah usaha jasa dan produksi,
serta keanekaragaman mata
pencaharian;

e. kondisi ...
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e. kondisi sosial budaya masyarakat
berupa keanekaragaman status
penduduk dan perubahan dari
masyarakat agraris ke masyarakat
industri dan/atau jasa;

f. meningkatnya kuantitas dan
kualitas pelayanan;

g. akses transportasi antar wilayah
dan komunikasi sudah cukup baik;

h. kondisi infrastruktur Dbercirikan
perkotaan; dan

i. batas usia desa paling sedikit 5
(lima) tahun semenjak
pembentukan.

.Di antara ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (2A), sehingga Pasal 31
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat
mengubah status Kelurahan
menjadi Desa berdasarkan
prakarsa masyarakat dan
memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1).

(2) Perubahan  status  Kelurahan
menjadi Desa hanya dapat
dilakukan bagi Kelurahan yang
kehidupan masyarakatnya masih
bersifat perdesaan.

(2A) Kelurahan ...
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(2A) Kelurahan yang kehidupan
masyarakatnya masih Dbersifat

perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan
karateristik:

a. kondisi masyarakat homogen;

b. mata pencaharian masyarakat
sebagian besar di bidang
agraris; dan

c. akses transportasi dan
komunikasi masih terbatas.

(3) Perubahan  status  Kelurahan
menjadi Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
seluruhnya menjadi Desa atau
sebagian menjadi Desa dan
sebagian menjadi Kelurahan.

(4) Kelurahan yang berubah status
menjadi  Desa, sarana dan
prasarana menjadi milik Desa dan
dikelola oleh Desa yang
bersangkutan untuk kepentingan
masyarakat Desa.

(5) Pendanaan perubahan  status
Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 ...
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Pasal 37
(1) Peraturan daerah sebagaimana

dimaksud dalam  Pasal 34

diundangkan setelah mendapat

nomor registrasi dari gubernur

dan paling sedikit memuat :

a.nama Desa/kelurahan lama
dan baru;

b.nomor Kode Desa/kelurahan
yang lama;

c. jumlah penduduk;

d. luas wilayah;

e. cakupan wilayah kerja Desa
baru; dan

f. peta batas wilayah
Desa/kelurahan baru.

(2) Pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa pada Desa hasil
pembentukan dilaksanakan pada
Pemilihan Kepala Desa serentak.

5.Di antara Pasal 42 dan Pasal 43
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
42A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

(1) Kewenangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42
dilaksanakan melalui penataan
kewenangan Desa.

(2) Penataan ...



- 12 -

(2) Penataan kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:

a. jenis dan perincian kewenangan
Desa; dan
b. kriteria kewenangan Desa.
(3) Jenis, rincian dan = kriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf b diatur
lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

6. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 47

Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 adalah
Kepala Desa yang dibantu oleh
perangkat Desa.

Susunan organisasi Pemerintah
Desa disesuaikan dengan tingkat
perkembangan Desa yaitu Desa
Swasembada, Swakarya  dan
Swadaya.

Susunan organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

7. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 48
diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 48 ...
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Pasal 48

Kepala Desa bertugas
menyelenggarakan pemerintahan
Desa, melaksanakan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berwenang:

a. memimpin penyelenggaraan
pemerintahan Desa;

b. mengangkat dan
memberhentikan perangkat
Desa;

c. memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan dan
aset Desa;

menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan APB Desa;

f. membina kehidupan
masyarakat Desa;

g. membina ketenteraman dan
ketertiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan
perekonomian  Desa  serta
mengintegrasikannya agar
mencapai perekonomian skala
produktif  untuk sebesar-
besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

i. mengembangkan ...
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mengembangkan sumber
pendapatan Desa;

mengusulkan dan menerima
pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa;

mengembangkan  kehidupan
sosial budaya masyarakat
Desa;

memanfaatkan teknologi tepat
guna;

mengoordinasikan
pembangunan Desa secara
partisipatif;

mewakili Desa di dalam dan di
luar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum
untuk mewakilinya sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan kewenangan
lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa berhak:

a.

mengusulkan struktur

organisasi dan tata kerja

Pemerintah Desa;

mengajukan rancangan dan

menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima ...
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c. menerima penghasilan tetap
setiap bulan, tunjangan dan
penerimaan lainnya yang sah
serta mendapat jaminan
kesehatan dan jaminan
ketenagakerjaan;

d. mendapatkan perlindungan
hukum atas kebijakan yang
dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat
pelaksanaan tugas dan
kewajiban lainnya kepada
perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berkewajiban:

a.

memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun
1945, serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan
ketertiban masyarakat Desa;
menaati dan  menegakkan
peraturan perundang-
undangan;

e. melaksanakan ...
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melaksanakan kehidupan
demokrasi dan Dberkeadilan
gender;

melaksanakan prinsip tata
pemerintahan Desa  yang
akuntabel, transparan,
profesional, efektif dan efisien,
bersih serta bebas dari kolusi,
korupsi dan nepotisme;
menjalin kerja sama dan
koordinasi dengan seluruh
pemangku  kepentingan  di
Desa;

menyelenggarakan
administrasi pemerintahan
Desa yang baik;

mengelola keuangan dan aset
Desa;

melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan Desa;

menyelesaikan perselisihan
masyarakat di Desa;
mengembangkan
perekonomian masyarakat
Desa;

. membina dan melestarikan
nilai sosial budaya masyarakat
Desa;

memberdayakan masyarakat
dan lembaga kemasyarakatan
di Desa;

o. mengembangkan ...
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o. mengembangkan potensi
sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan
hidup; dan

p. memberikan informasi kepada
masyarakat Desa.

8.Di antara Pasal 51 dan Pasal 52
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 51A yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51A

(1) Pemilihan kepala desa secara
serentak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dapat
dilaksanakan dengan  metode
secara manual atau secara
elektronik (e-voting).

(2) Ketentuan mengenai pemilihan
Kepala Desa secara serentak
sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) Tahapan pencalonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf b
terdiri atas kegiatan:

a. pengumuman ...
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a. pengumuman dan pendaftaran
bakal calon dalam jangka
waktu 9 (sembilan) hari;

b. penelitian kelengkapan
persyaratan administrasi,
klarifikasi serta penetapan dan
pengumuman nama  calon
dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) hari;

c. penetapan calon kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada
huruf b paling sedikit 2 (dua)
orang dan paling banyak 5
(lima) orang calon;

d. penetapan DPT untuk
pelaksanaan pemilihan kepala
Desa;

e. pelaksanaan kampanye calon
kepala Desa dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari; dan

f. masa tenang dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari.

Dalam hal calon kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c lebih dari 5 (lima)
orang, dilakukan seleksi
tambahan.

10. Ketentuan ...
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10. Ketentuan Pasal 69 huruf e dan
huruf m diubah dan huruf g dihapus,
sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 69

Bakal calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 huruf a,
wajib memenuhi persyaratan:

a.
b.

warga negara Republik Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;

memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;

berpendidikan  paling rendah
tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat;

berusia  paling rendah 25
(dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

bersedia  dicalonkan  menjadi
Kepala Desa;

Dihapus.

h. tidak ...
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h. tidak sedang menjalani hukuman
pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana
penjara  berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana
penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan
berulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya
sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

k. sehat jasmani dan rohani;
1. bebas narkoba; dan

m. tidak pernah menjabat sebagai
Kepala Desa selama 3 (tiga)
kali masa jabatan berturut-turut
atau tidak berturut-turut dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

.Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal
75 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(4A), sehingga Pasal 75 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 75 ...
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Pasal 75

(1) Tahapan penetapan sebagaimana

(2)

dimaksud dalam Pasal 53 huruf d,
terdiri atas kegiatan:

a. laporan Panitia Pemilihan
mengenai calon terpilih kepada
BPD paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah pemungutan suara;

b.laporan BPD mengenai calon
terpilih kepada bupati paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima laporan Panitia
Pemilihan;

c. bupati menerbitkan keputusan
mengenai  pengesahan  dan
pengangkatan  kepala Desa
paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak diterima laporan dari
BPD; dan

d. bupati atau pejabat lain yang
ditunjuk melantik calon Kepala
Desa terpilih paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak
diterbitkan keputusan
pengesahan dan pengangkatan
Kepala Desa dengan tata cara
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat lain yang  ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d adalah wakil bupati
atau camat.

(3) Dalam ...
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(4)

(S)
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Dalam hal terjadi perselisihan
hasil pemilihan kepala desa maka
Panitia Pemilihan dan BPD wajib
menyelesaikan perselisihan
tersebut paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah pemungutan suara.

Dalam hal Panitia Pemilihan dan
BPD tidak dapat menyelesaikan
perselisihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Bupati
wajib menyelesaikan perselisihan
dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya
laporan hasil penyelesaian
perselisihan dari BPD.

Untuk menyelesaikan
perselisihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4),

Bupati menugaskan Camat
untuk memfasilitasi penyelesaian
perselisihan pemilihan Kepala
Desa.

Pelantikan kepala desa tetap
dilaksanakan dalam hal adanya

dugaan tindak kecurangan,
pemalsuan ijazah, umur dan
dokumen lainnya serta

permasalahan  lainnya  belum
dapat dibuktikan secara hukum.

(6) Jika ...
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Jika setelah pelantikan terdapat
laporan/gugatan tindakan
kecurangan, pemalsuan ijazah,
umur dan dokumen lainnya
serta permasalahan lainnya
sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) yang dibuktikan
berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka
bupati atas usul BPD melalui
camat memberhentikan yang
bersangkutan serta mengangkat
penjabat kepala desa.

12. Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat

(2)

Pasal 78 ditambahkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (1A), sehingga Pasal
78 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1A)

Pasal 78

Kepala Desa yang akan
mencalonkan diri kembali diberi
cuti sejak ditetapkan sebagai
calon sampai dengan selesainya
pelaksanaan  penetapan calon
terpilih.

Selama masa cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa dilarang  menggunakan
fasilitas pemerintah desa untuk
kepentingan sebagai calon Kepala
Desa.

(2) Dalam ...
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13.Di
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Dalam hal Kepala Desa cuti
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris Desa melaksanakan
tugas dan kewajiban Kepala Desa.

antara Pasal 82 dan Pasal 83

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
82A, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 82A
Musyawarah Desa untuk
Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat
(1), dilaksanakan apabila Kepala
Desa yang berhenti atau
diberhentikan dengan sisa masa
jabatan lebih dari 1 (satu) tahun
terhitung pada saat
diterbitkannya Keputusan Bupati.

Dalam hal terjadi kekosongan
jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bupati
atau pejabat mengangkat penjabat
kepala Desa yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintah daerah.

Masa jabatan kepala Desa yang
ditetapkan melalui musyawarah
Desa terhitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan habis
sisa masa jabatan kepala Desa
yang diberhentikan.

(4) Dalam ...
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Dalam hal Kepala Desa berhenti
atau diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penjabat
Kepala Desa memfasilitasi
Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu bersama dengan
BPD paling lama 6 (enam) bulan
sejak diberhentikannya Kepala
Desa dengan Keputusan Bupati.

Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4),
dilaksanakan melalui
musyawarah desa.

Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82
dapat dilaksanakan dengan
metode secara manual atau secara
elektronik (e-voting).

Ketentuan Pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur
lebih lanjut dalam peraturan
Bupati.

14. Ketentuan ...
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14. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Dalam melaksanakan tugas,
kewenangan, hak dan
kewajibannya, Kepala Desa wajib:

a.

menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan
Desa setiap akhir tahun
anggaran kepada bupati;

. menyampaikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan
kepada Bupati;

. menyampaikan laporan

keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis
kepada BPD setiap akhir tahun
anggaran; dan

. memberikan dan/atau
menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada

masyarakat Desa setiap akhir
tahun anggaran.

(2) Tata cara penyusunan laporan
Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan ...
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15. Ketentuan Pasal 86 ditambahkan
3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5)
dan ayat (6), sehingga Pasal 86
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 86

Kepala Desa menyampaikan
laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c
setiap akhir tahun anggaran
kepada BPD secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran.

Laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat
pelaksanaan peraturan Desa.
Laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan oleh BPD
dalam melaksanakan fungsi
pengawasan kinerja kepala Desa.

Laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dievaluasi oleh BPD.

(5) Evaluasi ...
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Evaluasi laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
merupakan evaluasi atas kinerja
Kepala Desa selama 1 (satu) tahun
anggaran.

Pelaksanaan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan bagian dari
laporan kinerja BPD.

16. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal
89 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat
(BA) dan ayat (3B), sehingga Pasal 89
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

PasO al 89

Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam)
bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai
Kepala Desa;

e. adanya ...
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e. adanya perubahan status Desa
menjadi kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Desa
atau lebih menjadi 1 (satu) Desa
baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban
sebagai Kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana

berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Apabila Kepala Desa berhenti
sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1), BPD melaporkan kepada
Bupati melalui camat.

Mekanisme pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Dalam hal Kepala Desa

diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Bupati
membentuk Tim untuk
melakukan pembahasan

dan/atau pengkajian.

Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana  dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

17. Ketentuan ...
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17. Ketentuan Pasal 106 huruf c dihapus,
dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni
huruf j, sehingga Pasal 106 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 106

Perangkat Desa diangkat dari warga
Desa yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan  paling rendah
sekolah menengah umum atau
yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun
sampai dengan 42 (empat puluh
dua) tahun;

c. dihapus;
d. bersedia  dicalonkan  menjadi
perangkat Desa;

e. tidak sedang menjalani hukuman
pidana penjara,;

f. tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana
penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

g. tidak ...
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tidak sedang dicabut hak pilihnya
sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

sehat jasmani dan rohani;
bebas narkoba; dan
memahami pemerintahan Desa.

18. Ketentuan Pasal 109 huruf i diubah,
sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 109

Perangkat Desa dilarang:

a.
b.

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang
menguntungkan diri sendiri,
anggota keluarga, pihak lain
dan/atau golongan tertentu;

menyalahgunakan wewenang,
tugas, hak dan/atau
kewajibannya;

melakukan tindakan diskriminatif
terhadap warga dan/atau
golongan masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan
sekelompok masyarakat Desa;

melakukan kolusi, korupsi dan
nepotisme, menerima uang,
barang dan/atau jasa dari pihak
lain yang dapat memengaruhi
keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;

g. menjadi ...
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menjadi pengurus partai politik;
menjadi anggota dan/atau
pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua
dan/atau anggota BPD, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Barat atau
DPRD Kabupaten/Kota, pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan jabatan lain yang ditentukan
dalam peraturan perundangan-
undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam

kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala
daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan;

menggunakan narkoba,
melakukan perjudian dan/atau
tindakan asusila lainnya;
dan/atau

. meninggalkan tugas selama 60

(enam puluh) hari kerja berturut-
turut tanpa alasan yang
jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

19. Ketentuan ...
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19. Ketentuan ayat (2) Pasal 111

ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf
e, sehingga Pasal 111 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 111

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan
sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) huruf c karena:

a.usia telah genap 60 (enam
puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai Perangkat
Desa;

d. melanggar larangan sebagai
perangkat desa; dan

e. dinyatakan sebagai terpidana
yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap;

20. Ketentuan ...
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20. Ketentuan Pasal 117 huruf e diubah
dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni
huruf i, sehingga Pasal 117 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 117

Persyaratan calon anggota BPD

adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;

b. memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. berusia  paling rendah 20
(dua puluh) tahun atau
sudah/pernah menikah;

d. berpendidikan  paling rendah
tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat;

e. bukan sebagai perangkat Desa
dan pengurus lembaga
kemasyarakatan desa;

f. bersedia  dicalonkan  menjadi
anggota BPD;

g. bebas narkoba;

h. wakil ...
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wakil penduduk Desa yang dipilih
secara demokratis; dan

bertempat tinggal di wilayah
pemilihan.

21.Ketentuan Pasal 121 ditambahkan
3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5)
dan ayat (6), sehingga Pasal 121
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 121

Pengucapan sumpah janji anggota
BPD dipandu oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya keputusan Bupati
mengenai peresmian anggota BPD.

Pengucapan sumpah /janji
Anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara bersama-
sama dihadapan masyarakat dan
dipandu oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

Susunan kata sumpah /janji
anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah /Tuhan, saya
bersumpah/berjanji bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya
selaku anggota BPD dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya
dan seadil-adilnya; bahwa saya

akan ...
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akan selalu taat dalam
mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila

sebagai dasar negara dan bahwa
saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta melaksanakan
segala  peraturan  perundang-
undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa,
Daerah dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

Pengucapan sumpah/janji jabatan
anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
didampingi oleh rohaniawan
sesuai dengan agamanya masing-
masing.

Dalam pengucapan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), anggota BPD yang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa
“Demi Allah saya bersumpah”;

b. Kristen Protestan dan Kristen
Katolik, diawali dengan frasa
“Demi Tuhan saya berjanji” dan
diakhiri dengan frasa “Semoga
Tuhan menolong saya”;

c. Budha, diawali dengan frasa
“Demi Hyang Adi Budha”; dan

d. Hindu, diawali dengan frasa
“Om Atah Paramawisesa”.

(6) Setelah ...
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Setelah pengucapan sumpah/janji
sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) dilanjutkan
penandatanganan Dberita acara
pengucapan sumpah/janji.

22. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal
136 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 136

Penghasilan tetap Kepala Desa
dan perangkat Desa dianggarkan
dalam APB Desa yang bersumber
dari ADD.

Pengalokasian ADD untuk
penghasilan tetap Kepala Desa
dan perangkat Desa
menggunakan penghitungan
sebagai berikut:

a. ADD yang berjumlah sampai
dengan Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) digunakan
paling banyak 60% (enam
puluh per seratus);

b. ADD yang berjumlah lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) digunakan antara
Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) sampai dengan
paling banyak 50% (lima puluh
per seratus);

c. ADD ...
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c. ADD yang berjumlah lebih dari
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) sampai dengan
Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan
antara Rp350.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak
40% (empat puluh per seratus);
dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari
Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan
antara Rp360.000.000,00 (tiga
ratus enam puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak
30% (tiga puluh per seratus).

Pengalokasian batas maksimal
sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan dengan
mempertimbangkan efisiensi,
jumlah perangkat Desa,

kompleksitas tugas pemerintahan
dan letak geografis.

Bupati menetapkan besaran
penghasilan tetap:

a. kepala Desa;

b. sekretaris Desa paling sedikit
70% (tujuh puluh perseratus)
dan  paling banyak 80%
(delapan puluh perseratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa
per bulan; dan

c. perangkat ...
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c. perangkat Desa selain
sekretaris Desa paling sedikit
50% (lima puluh perseratus)
dan  paling banyak 60%
(enam puluh perseratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa
per bulan.

Besaran penghasilan tetap Kepala
Desa dan perangkat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

23. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 137

Selain menerima  penghasilan
tetap sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 136, Kepala Desa dan
perangkat Desa menerima
tunjangan dan penerimaan lain
yang sah.

Tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari APB Desa dan
besarannya ditetapkan dengan
peraturan Bupati.

(3) Penerimaan ...
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Penerimaan lain yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat bersumber dari APB
Desa dan sumber lain sesuai
dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

24. Ketentuan ayat (4) Pasal 171 diubah,
sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 171

Penyelenggaraan kewenangan
Desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala
Desa didanai oleh APB Desa.
Penyelenggaraan kewenangan
lokal berskala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selain
didanai oleh APB Desa, juga dapat
didanai oleh anggaran pendapatan
dan belanja negara dan APBD.

Penyelenggaraan kewenangan
Desa yang ditugaskan oleh
Pemerintah didanai oleh anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Dana anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagaimana
dimaksud pada ayat 3)

dialokasikan pada bagian
anggaran  kementerian/lembaga
dan disalurkan melalui

pemerintah daerah.

(5) Penyelenggaraan ...
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Penyelenggaraan kewenangan
Desa yang ditugaskan oleh
Pemerintah Daerah didanai oleh
APBD.

25. Ketentuan Pasal 178 ayat (3) dan ayat

(4)

diubah dan ayat (5) dihapus,

sehingga Pasal 178 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 178

Pemerintah daerah
mengalokasikan ADD dalam
APBD setiap tahun anggaran.
ADD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana
perimbangan yang diterima
Daerah dalam APBD setelah
dikurangi dana alokasi khusus.
Pengalokasian ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibagi
kepada setiap desa dengan
mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap
kepala Desa dan perangkat
Desa; dan

b. jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah
Desa, dan tingkat kesulitan
geografis Desa.

(4) Ketentuan ...
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(4) Ketentuan mengenai
pengalokasian ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan
pembagian ADD kepada setiap
Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) serta  tata  cara
pengalokasian ADD diatur dengan
Peraturan Bupati.

(5) Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 182 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

(1) Belanja Desa yang ditetapkan
dalam APB Desa digunakan
dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh
perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa
digunakan untuk mendanai:

1. penyelenggaraan
pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan

Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan
Desa;
4. pemberdayaan  masyarakat
Desa; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh
perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa

digunakan untuk:

1. penghasilan ...
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1. penghasilan tetap dan
tunjangan kepala Desa dan
perangkat Desa;

2. operasional Pemerintah Desa;

3. tunjangan dan operasional
BPD; dan

4. insentif rukun tetangga dan
rukun warga.

Perhitungan belanja Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diluar pendapatan yang
bersumber dari hasil pengelolaan
tanah bengkok atau sebutan lain.

Hasil pengelolaan tanah bengkok
atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat
digunakan  untuk  tambahan
tunjangan Kepala Desa dan
perangkat Desa selain
penghasilan tetap dan tunjangan
Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 1.

Ketentuan lebih lanjut mengenai
hasil pengelolaan tanah bengkok
atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

27. Ketentuan ...
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27. Ketentuan ayat (1) Pasal 188 diubah,
sehingga Pasal 188 berbunyi sebagai
berikut:

28.

(1)

(2)

Pasal 188

Selain penyampaian laporan
realisasi pelaksanaan APB Desa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 187 ayat (1), kepala Desa
juga menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa yang telah
ditetapkan dengan peraturan desa
kepada bupati setiap akhir tahun
anggaran.

Laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan
pemerintahan Desa kepada bupati
melalui camat setiap akhir tahun
anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a.

Ketentuan ayat (5) Pasal 201 diubah,
sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 201

Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 200 diselenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat
Desa.

(2) Dalam ...
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Dalam menyusun perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan musyawarah
perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah perencanaan
pembangunan Desa menetapkan
prioritas, program, kegiatan dan
kebutuhan pembangunan Desa
yang didanai oleh APB Desa,

swadaya masyarakat Desa
dan/atau APBD Pemerintah
Daerah dan/atau APBD

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Prioritas, program, kegiatan dan
kebutuhan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dirumuskan  berdasarkan
penilaian terhadap kebutuhan
masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kualitas dan akses

terhadap pelayanan dasar;

b. pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia;

c. pengembangan ekonomi
pertanian berskala produktif;
d. pengembangan dan

pemanfaatan teknologi tepat
guna untuk kemajuan ekonomi;
dan

e. peningkatan ...
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e. peningkatan kualitas ketertiban
dan ketenteraman masyarakat
Desa berdasarkan kebutuhan
masyarakat Desa.

Musyawarah Desa dalam rangka

penyusunan RKP Desa

dilaksanakan paling lambat pada
bulan Juni tahun anggaran
berjalan.

29. Ketentuan ayat (3) Pasal 203 diubah,
sehingga Pasal 203 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 203

Dalam menyusun RPJM Desa dan
RKP Desa, Pemerintah Desa wajib
menyelenggarakan  musyawarah
perencanaan pembangunan Desa
secara partisipatif.

Musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diikuti
oleh BPD dan unsur masyarakat
Desa.

Rancangan RPJM Desa dan
rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas
dan disepakati dalam
musyawarah perencanaan
pembangunan Desa.

(4) Rancangan...
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35.
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37.
38.
39.
40.

(4)

(5)

(6)
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Rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling sedikit memuat

penjabaran visi dan misi kepala
Desa terpilih dan arah kebijakan
perencanaan pembangunan Desa.

Rancangan RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) memperhatikan arah kebijakan
perencanaan pembangunan
Pemerintah Daerah.

Rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan penjabaran dari
rancangan RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 211 dihapus.
Pasal 212 dihapus.
Pasal 213 dihapus.
Pasal 214 dihapus.
Pasal 215 dihapus.
Pasal 216 dihapus.
Pasal 217 dihapus.
Pasal 218 dihapus.
Pasal 219 dihapus.
Pasal 220 dihapus.
Pasal 221 dihapus.

41. Pasal 222 ...



41.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
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54.
55.
56.
57.
58.
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Pasal 222 dihapus.
Pasal 223 dihapus.
Pasal 224 dihapus.
Pasal 225 dihapus.
Pasal 226 dihapus.
Pasal 227 dihapus.
Pasal 228 dihapus.
Pasal 229 dihapus.
Pasal 230 dihapus.
Pasal 231 dihapus.
Pasal 232 dihapus.
Pasal 233 dihapus.
Pasal 234 dihapus.
Pasal 235 dihapus.
Pasal 236 dihapus.
Pasal 237 dihapus.
Pasal 238 dihapus.
Pasal 239 dihapus.

Di antara Pasal 239 dan Pasal 240
disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
239A, Pasal 239B dan Pasal 239C,
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 239A

Pembangunan kawasan perdesaan
diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. partisipasi;

b. holistik ...
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. holistik dan komprehensif;

. berkesinambungan;

. keadilan;

. keseimbangan;

b
c
d. keterpaduan;
e
f
g

. transparansi; dan

h. akuntabilitas.

(1)

(2)

(1)

Pasal 239B
Pembangunan kawasan
perdesaan bertujuan untuk
mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan,
pengembangan ekonomi,
dan/atau pemberdayaan
masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif dengan
mengintegrasikan berbagai

kebijakan, rencana, program, dan
kegiatan para pihak  pada
kawasan yang ditetapkan.

Pembangunan kawasan
perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan pada
pengembangan potensi dan/atau
pemecahan masalah kawasan
perdesaan.
Pasal 239C

Penyelenggaraan = pembangunan
kawasan perdesaan meliputi:
a. pengusulan kawasan
perdesaan;
b. penetapan ...
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b. penetapan dan perencanaan
kawasan perdesaan;

c. pelaksanaan pembangunan
kawasan perdesaan; dan

d. pelaporan dan evaluasi
pembangunan kawasan
perdesaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan  pembangunan
kawasan perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

60. Ketentuan Pasal 246 ayat (1) dan ayat
(2) diubah, sehingga Pasal 246
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 246

(1) Tenaga pendamping profesional
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 ayat (2) terdiri atas:

a. tenaga pendamping lokal
Desa yang bertugas di Desa
untuk mendampingi Desa

dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kerja
sama Desa, pengembangan
BUM Desa, dan
pembangunan yang berskala
lokal Desa;

b. tenaga ...
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b. tenaga pendamping Desa
yang bertugas di kecamatan
untuk mendampingi Desa

dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, kerja
sama Desa, pengembangan
BUM Desa, dan
pembangunan yang berskala
lokal Desa;

c. tenaga pendamping teknis yang
bertugas di kecamatan untuk
mendampingi Desa dalam
pelaksanaan  program = dan
kegiatan sektoral; dan

d. tenaga ahli pemberdayaan
masyarakat yang  bertugas

meningkatkan kapasitas
tenaga  pendamping  dalam
rangka penyelenggaraan
pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan
Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat
Desa.

(2) Tenaga pendamping
sebagaimana  dimaksud pada
ayat (1) Tharus memiliki
kompetensi dan kualifikasi
pendampingan di bidang
penyelenggaraan  pemerintahan,
ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau teknik.
(3) Kader ...
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Kader pemberdayaan masyarakat
Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245
ayat (2) berasal dari unsur
masyarakat yang dipilih oleh
Desa untuk menumbuhkan dan
mengembangkan serta
menggerakkan prakarsa,
partisipasi, dan swadaya gotong
royong.

61. Ketentuan Pasal 253 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 253

Modal awal BUM Desa bersumber
dari APB Desa.

Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat
Desa.

Kekayaan @ BUM Desa yang
bersumber dari penyertaan
Modal Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf
a merupakan kekayaan Desa yang
dipisahkan.

Penyertaan modal Desa
sebagaimana  dimaksud pada
ayat (2) huruf a berasal dari APB
Desa.

(5) Pemerintah ...
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(7)
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Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat, dan
Pemerintah = Daerah dapat
memberikan bantuan kepada

BUM Desa yang disalurkan
melalui APB Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai
modal BUM Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

62. Ketentuan Pasal 254 ayat (1) dan ayat

()

diubah dan ayat (4) dihapus,

sehingga Pasal 254 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 254

Anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga disepakati melalui
musyawarah Desa.

Anggaran dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit nama, tempat
kedudukan, maksud dan tujuan,
modal, kegiatan usaha, jangka
waktu Dberdirinya BUM Desa,
organisasi pengelola serta tata
cara penggunaan dan pembagian
keuntungan.

(3) Anggaran ...
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64.
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(3) Anggaran rumah tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat paling sedikit hak dan
kewajiban, masa bakti, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian
personil organisasi pengelola,
penetapan jenis usaha dan
sumber modal.

(4) Dihapus.

(5) Anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 263 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 263
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pendirian, pengurusan dan

pengelolaan serta pembubaran BUM
Desa dan BUM Desa Bersama diatur
dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 265 ditambahkan 2
(dua) ayat, yakni ayat (8) dan ayat (9),
sehingga Pasal 265 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 265 ...
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Pasal 265

Kerja sama antar-Desa meliputi:

a. pengembangan usaha bersama
yang dimiliki oleh Desa untuk
mencapai nilai ekonomi yang
berdaya saing;

b. kegiatan kemasyarakatan,
pelayanan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat
antar-Desa; dan/atau

c. bidang keamanan dan
ketertiban.

Kerja sama antar-Desa
dituangkan  dalam  Peraturan
Bersama Kepala Desa melalui
kesepakatan musyawarah antar-
Desa;

Peraturan bersama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:

a. ruang lingkup kerja sama;
b. bidang kerja sama;

c.tata cara dan ketentuan
pelaksanaan kerja sama;

d. jangka waktu;
e. hak dan kewajiban;
f. pendanaan;

g. tata cara perubahan,
penundaan dan pembatalan;
dan

h. penyelesaian perselisihan.
(4) Kerja ...
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Kerja sama antar-Desa
dilaksanakan oleh badan kerja
sama antar-Desa yang dibentuk
melalui Peraturan Bersama Kepala
Desa.

Musyawarah antar-Desa
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) membahas hal yang
berkaitan dengan:

a. pembentukan lembaga antar-
Desa;

b. pelaksanaan program
Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang dapat

dilaksanakan melalui skema
kerja sama antar-Desa,

C. perencanaan, pelaksanaan
dan pemantauan program
pembangunan antar-Desa;

d. pengalokasian anggaran untuk
pembangunan Desa, antar Desa
dan Kawasan Perdesaan;

e. masukan terhadap program
Pemerintah  Daerah  tempat
Desa tersebut berada; dan

f. kegiatan lainnya yang dapat
diselenggarakan melalui kerja
sama antar-Desa.

Dalam melaksanakan
pembangunan antar-Desa, badan
kerja sama antar-Desa dapat
membentuk kelompok/lembaga
sesuai dengan kebutuhan.

(7) Dalam ...
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(7) Dalam pelayanan usaha antar-
Desa dapat dibentuk BUM Desa
yang merupakan milik 2 (dua)
Desa atau lebih.

(8) Dalam rangka pelaksanaan
kerjasama  antar-Desa  dapat
dibentuk Badan Kerjasama Antar
Desa sesuai dengan kebutuhan

Desa melalui mekanisme
Musyawarah antar-Desa.
(9) Kerjasama antar-Desa yang

pelaksanaannya melibatkan BUM
Desa dan/atau kerjasama antar-
Desa yang berada dalam satu
kawasan perdesaan dilakukan
oleh Pemerintah Desa melalui
Musyawarah Desa.

65.Di antara Pasal 271 dan Pasal 272
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
271A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 271A

(1) Hasil pelaksanaan kerja sama
Desa berupa uang merupakan
pendapatan Desa dan wajib
masuk ke rekening kas Desa.

(2) Hasil pelaksanaan kerja sama
Desa berupa barang menjadi aset
Desa.

(3) Hasil pelaksanaan kerja sama
Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2),
digunakan untuk meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat Desa.

Pasal II ...
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI BOGOR,
ttd
NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,
ttd
ADANG SUPTANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (6/188/2018)



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

PER G-UDNDANGAN,
¢
e

—
ADE JAYA MUNADI

Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 196606021997031001
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